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RINGKASAN 
 
Penelitian ini berangkat dari tantangan etika profesi guru PPKn, dengan lebih dari 
1.200 kasus pelanggaran etika profesi guru hasil laporan Evaluasi Kinerja Pendidikan 
Nasional Tahun 2022. Sebagian besar kasus ini disebabkan kurangnya pemahaman 
tentang kode etik profesi. Guru PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk 
karakter siswa berdasarkan nilai Pancasila. Namun, modul ajar yang tersedia sering 
kali generik dan tidak relevan dengan kebutuhan guru di era digital. Tujuan penelitian 
adalah mengembangkan modul ajar etika profesi guru PPKn berbasis nilai Pancasila 
untuk calon guru PPKn yang tergolong digital native teacher, guna meningkatkan 
literasi budaya dan kewargaan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research 
and Development (R&D) model Borg & Gall, meliputi analisis kebutuhan, desain, 
validasi, uji coba, revisi, dan implementasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, 
angket, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Luaran 
yang diharapkan adalah modul pelatihan etika profesi yang relevan, kontekstual, dan 
berbasis nilai-nilai Pancasila. Targetnya adalah calon guru PPKn mampu menjadi 
inovator dan inspirator dalam meningkatkan literasi kewargaan, serta menjadikan 
siswa lebih siap menghadapi tantangan globalisasi. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 
yang diusulkan adalah 5, mencakup tahap validasi modul melalui uji coba lapangan. 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pengembangan modul ajar 
etika profesi guru PPKn berbasis nilai Pancasila meningkatkan kompetensi generasi 
digital native teacher. Hasil uji coba menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada 
pemahaman mahasiswa calon guru, yang dibuktikan dengan kenaikan nilai rata-rata 
dari 78.69 menjadi 85.84. Validasi ahli dan uji pengguna mengonfirmasi kelayakan 
modul ajar dengan skor rata-rata sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa modul ajar tersebut efektif dan relevan dalam membekali calon guru dengan 
kompetensi etika digital, yang pada gilirannya memproyeksikan penguatan literasi 
kewargaan siswa berbasis nilai-nilai Pancasila. Modul ini berfungsi sebagai jembatan 
antara teori etika profesi dan praktik nyata guru di era digitalisasi. Saran yang diberikan 
mencakup integrasi kurikuler, diseminasi melalui AP3KnI, dan penelitian lanjutan 
untuk mengkaji dampak jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata 
dalam upaya memajukan pendidikan karakter di era digital melalui pengembangan 
profesionalisme guru. 
Kata Kunci: Etika Profesi; Literasi Kewargaan; Digital Native Teacher. 
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KATA PENGANTAR  

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian 

Terapan dengan judul “Pengembangan Modul Ajar Etika Profesi Guru PPKn dalam 

Digital Native Teacher terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargaan 

Siswa” tepat pada waktunya. Penelitian terapan ini merupakan kegiatan penelitian 

internal Universitas Negeri Medan (UNIMED) tahun 2025 yang diselenggarakan 

melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMED.  

Pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi telah membawa perubahan 

fundamental dalam dunia pendidikan. Konsekuensinya, guru khususnya para digital 

native teacher, dituntut untuk tidak hanya menguasai teknologi sebagai alat bantu, 

tetapi juga memahami dan menerapkan etika profesi dalam setiap interaksi digital. 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk 

menghasilkan sebuah produk pembelajaran yang mampu menjembatani kebutuhan 

tersebut, yaitu modul ajar yang efektif dan kontekstual. 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam 

mengembangkan inovasi pembelajaran pada bidang pendidikan kewarganegaraan, 

khususnya dalam mempersiapkan guru PPKn yang kompeten, adaptif, dan mampu 

mengintegrasikan nilai-nilai profesionalisme di era digital. Melalui penelitian ini 

diharapkan tersusun modul ajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-

21 serta mampu meningkatkan keterampilan literasi kewargaan siswa secara efektif 

dan berkelanjutan. 

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait 

yang berkontribusi dalam pembuatan laporan akhir penelitian, yakni: 

1. Bapak Prof. Dr. Baharuddin, S.T., M.Pd. selaku Rektor UNIMED 

2. Ibu Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M. Hum. selaku Ketua LPPM UNIMED 

3. Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si. selaku Dekan FIS UNIMED 

4. Para peneliti yang telah bekerja dengan baik dalam penyelesaian laporan akhir 

penelitian ini 
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5. Para dosen pengampu mata kuliah di jurrusan PPKn FIS UNIMED dan para 

mahasiswa yang telah bekerjasama dengan peneliti, sehingga terselesaikannya 

laporan akhir penelitian ini.  

Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari para pembaca yang budiman. Masukan tersebut sangat 

berarti bagi penulis dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan karya ini di masa 

yang akan datang. Penulis menyadari bahwa laporan akhir penelitian ini masih jauh 

dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Namun demikian, penulis 

berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam 

pengembangan modul ajar bagi digital native teacher, serta menjadi referensi 

tambahan bagi pendidik, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada bidang 

serupa. 

 

Medan, Oktober 2025 

Peneliti 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran 

strategis dalam membentuk karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. 

Namun, fenomena pelanggaran etika profesi yang melibatkan guru menjadi tantangan 

dalam menjaga citra profesi pendidik. Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja 

Pendidikan Nasional Tahun 2022, tercatat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran etika 

profesi di kalangan guru. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakdisiplinan, 

penyalahgunaan wewenang, dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas 

sebagai pendidik. Di sisi lain, laporan dari Lembaga Ombudsman Pendidikan Nasional 

(2023) menunjukkan bahwa 65% pelanggaran etika guru disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman terhadap kode etik profesi, pelanggaran etika di kalangan guru mencakup 

ketidakprofesionalan, konflik kepentingan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan kode 

etik. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan penguatan 

kompetensi etika profesi di kalangan guru PPKn. Dalam konteks pendidikan nasional, 

guru tidak hanya dituntut untuk menguasai substansi materi, tetapi juga mampu 

menjadi teladan dalam sikap dan perilaku etis. Kode etik profesi guru merupakan 

pedoman sekaligus landasan moral bagi seorang guru dalam berperilaku professional 

(Indriawati et al., 2023). Sebagai pendidik yang bertugas mengajarkan nilai-nilai 

Pancasila, guru PPKn memiliki tanggung jawab ganda dalam menginternalisasi etika 

kepada peserta didik. 

Di era keterbukaan akses informasi dan komunikasi, maka seorang guru 

dituntut menjadi pemandu dalam petualangan siswa untuk menjelajah memahami 

dunia di sekitar mereka, termasuk keberagaman budaya dan nilai-nilai kehidupan 

sebagai warga negara (Prayetno et al., 2022), maka seorang guru yang memiliki literasi 
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budaya dan kewargaan yang baik, ibarat seorang pemandu wisata yang handal. Ia tidak 

hanya mengenalkan berbagai tempat menarik, tetapi juga menjelaskan makna dan 

sejarah di balik setiap tempat tersebut. Begitu pula dalam proses pembelajaran, guru 

yang memahami budaya dan kewargaan dengan menghubungkan pelajaran dengan 

kehidupan nyata dan bermakna, maka guru dapat memberikan contoh-contoh konkret 

dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pelajaran seperti budaya dan 

nilai-nilai local 

Menjadi guru PPKn memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter 

siswa, melalui penguatan literasi budaya dan kewargaan dapat mendorong siswa untuk 

mengembangkan sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong. nilai-nilai 

ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang baik dan 

bertanggung jawab (Jamaludin et al., 2021). 

Di era globalisasi, guru PPKn memiliki tantangan dalam mempersiapkan siswa 

(warga negara hipotetik) untuk menjadi pemimpin di masa depan, siswa perlu memiliki 

kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang 

budaya, suku dan agama sehingga dibutuhkan kemampuan dalam membangun nalar 

kewarganegaraan (Jamaludin, 2020). Literasi budaya dan kewargaan sebagai upaya 

untuk membekali nalar warganegara siswa untuk lebih siap menghadapi tantangan di 

masa depan sebagai pribadi yang matang dan siap berdaya guna, daya hasil dan daya 

saing. 

Dalam tiga tahun terakhir, penelitian tentang etika profesi guru menunjukkan 

beberapa temuan penting. (Nofriyanti & Nurhafizah, 2019) untuk mewujudkan kualitas 

pembelajaran yang baik dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi 

professional guru, dan menerapkan etika profesional guru. (Maghfiroh & Eliza, 2021) 

pelaksanaan tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari para guru karena 

mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevalusi peserta 

didik. (Sutiono, 2021) profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, 
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tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang 

berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Sementara itu guru professional adalah guru 

yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

pengajaran. Kopetensi disini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional 

baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis. 

Etika profesi menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran 

dan kompetensi etika guru PPKn. Namun modul ajar yang tersedia sering kali kurang 

relevan dengan kebutuhan spesifik guru PPKn di era digitalisasi khususnya pada 

konteks digital native teacher. Mahasiswa PPKn calon kategori digital native teacher 

memiliki tuntutan menjadi guru yang inovatif dan inspiratif, mampu mencetak generasi 

muda khususnya siswa dalam literasi kewargaan yang cerdas dan siap menghadapi 

masa depan. 

Konten kewarganegaraan mengalami perkembangan yang signifikan karena 

pengaruh era perubahan yang cepat (Yunita, 2022a). Sebagai mahasiswa PPKn yang 

akan menjadi calon guru di era digital akan menghadapi tantangan dan peluang dengan 

menggabungkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan teknologi yang terus berkembang, 

sehingga membutuhkan kreativitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Tantangan 

utamanya adalah merancang pembelajaran yang menarik dan relevan, mengatasi 

kesenjangan digital, serta menjaga relevansi materi PPKn di tengah arus informasi 

yang deras dalam hal ini berkaitan dengan literasi kewargaan (Yunita & Tambunan, 

2021).  

Peluang lain dalam digital native teacher adalah menciptakan pengalaman 

belajar yang lebih interaktif dan personal, serta mengakses sumber belajar yang tak 

terbatas tentunya berkaitan dengan teknologi. Dengan menguasai berbagai platform 

digital dan keterampilan pedagogi, guru PPKn yang inovatif dan menginspirasi bagi 

siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Pembelajaran 

kewarganegaraan di era 4.0 memerlukan kesiapan dan pemantapan sebagai pengguna 

(dosen dan mahasiswa) (Yunita, 2022a), pada platform digital berbasis internet Oleh 
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karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul ajar yang berfokus 

pada kebutuhan praktis dan kontekstual etika profesi guru PPKn sebagai digital native 

teacher dalam meningkatkan literasi kewargaan siswa.  

Era digitalisasi yang menyebabkan perubahan, khususnya dalam bidang 

pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak jarang membawa dampak 

bagi dunia pendidikan. Dampak yang diberikan tidak hanya bersifat positif, namun 

perubahan tersebut juga membawa dampak yang bersifat negatif. Tuntutan perbaikan 

serta pembaharuan strategi dalam dunia pendidikan pun semakin kompleks. 

Pendidikan saat ini tidak hanya diharapkan mampu membekali peserta didik dengan 

pengetahuan saja, melainkan juga keterampilan serta kualitas moral yang baik (Yunita, 

2022b).  Alasan peneliti menawarkan pengembangan modul ajar etika profesi guru 

PPKn yang ditujukan untuk digital native teacher karena memiliki urgensi yang sangat 

tinggi di tengah lanskap pendidikan saat ini. Era digitalisasi membawa perubahan 

fundamental dalam cara siswa belajar dan berinteraksi sebagai warga negara. Oleh 

karena itu, memastikan guru PPKn, khususnya mereka yang merupakan generasi 

digital native, memiliki pemahaman dan keterampilan etika profesi yang kuat menjadi 

krusial untuk meningkatkan literasi kewargaan siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan: bagaimanakah hasil dari pengembangan modul ajar modul 

ajar etika profesi guru PPKn dalam digital native teacher terhadap peningkatan 

keterampilan literasi kewargaan siswa. Modul ajar dijadikan win win solution karena 

dirancang untuk pembelajaran mandiri (self-instructional). Ini sangat cocok untuk 

guru, terutama digital native teacher dengan pertimbangn fleksibilitas waktu dalam 

belajar. Mereka bisa mengakses modul kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan 

kecepatan belajar mereka sendiri. Ini memungkinkan proses peningkatan kompetensi 

yang berkelanjutan tanpa harus terikat jadwal pelatihan formal yang kaku. Selanjutnya 

modul ajar memiliki struktur yang jelas dan fokus pada materi yang dijabarkan 

terhadap kompetensi tertentu. Keteraturan ini memastikan bahwa materi disajikan 

secara logis, dari konsep dasar hingga aplikasi praktis, sehingga memudahkan calon 
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guru PPKn untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika tersebut sebagai 

user pada konteks Digital native teacher. Modul ajar ini dikembangkan dalam format 

digital (e-modul) dapat diintegrasikan dengan berbagai fitur multimedia seperti video, 

simulasi, kuis interaktif, dan forum diskusi daring. Ini sesuai dengan gaya belajar 

digital native yang lebih visual, interaktif, dan terkoneksi, membuat proses belajar etika 

menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan: bagaimanakah hasil dari pengembangan modul ajar etika 

profesi guru PPKn dalam digital native teacher terhadap peningkatan leiterasi 

kewargaan siswa. Lebih sepesifik masalah tersebut di jabarkan dengan perumusan 

masalah sebagai berikut;  

1. Bagaimana kebutuhan calon guru PPKn sebagai digital native teacher terhadap 

modul ajar etika profesi PPKn? 

2. Bagaimana proyeksi literasi kewargaan siswa berdasarkan nilai-nilai pancasila 

di era digitalisasi? 

3. Bagaimana efektivitas modul ajar pelatihan etika profesi guru PPKn dalam 

digital native teacher? 

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) 

dengan model Borg & Gall dengan tujuan untuk mengembangkan modul pelatihan 

etika profesi berbasis nilai Pancasila dalam literasi kewargaan siswa yang relevan 

dengan kebutuhan guru PPKn sebagai digital native teacher. Maka berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kebutuhan calon guru PPKn sebagai digital native teacher 

terhadap modul ajar etika profesi PPKn. 
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2. Mengidentifikasi proyeksi literasi kewargaan siswa berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila di era digitalisasi. 

3. Menganalisis efektivitas modul ajar pelatihan etika profesi guru PPKn dalam 

digital native teacher terhadap peningkatan literasi kewargaan siswa. 

D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memperhatikan beberapa studi terdahulu yang menunjukkan 

(Baskara & Sutarni, 2024) perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pelatihan guru 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, khususnya dalam integrasi teknologi 

pendidikan. modul pelatihan generik kurang spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. 

(Kurniawan, 2018) Profesionalime guru Pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk 

aktif mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. (Manik et 

al., 2024) Di tengah kemajuan teknologi tantangan seperti dehumanisasi interaksi 

pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, dan lemahnya implementasi nilai-nilai 

etika menjadi isu yang harus diatasi. Modul ajar etika profesi keguruan masih bersifat 

general belum spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. Dalam kajian etika profesi 

belum terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila yang mengarah pada literasi kewargaan 

secara spesifik dihubungkan dengan guru di era digital atau disebut dengan digital 

native teacher.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena memfokuskan pada 

pengembangan modul yang spesifik untuk guru PPKn sebagai digital native teacher 

dengan integrasi teknologi dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian ini 

menjembatani kesenjangan antara literasi budaya dan kewargaan siswa dengan 

kebutuhan praktis guru dalam pengembangan modul pelatihan yang terintegrasi dengan 

nilai Pancasila dan dirancang untuk digital native teacher di era digitalisasi. Pendekatan 

berbasis literasi kewargaan sebagai landasan pembelajaran untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam menghadapi tantangan global. Pemanfaatan metode berbasis 

teknologi dalam pelatihan etika profesi, memungkinkan pembelajaran yang lebih 

interaktif dan relevan. Fokus pada peningkatan keberlanjutan melalui evaluasi 

terintegrasi, menjadikan modul lebih aplikatif dan berkelanjutan. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis, bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis; berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di jurusan 

PPKn dengan memperkaya khazanah ilmu pada kajian etika profesi guru, dan 

literasi kewargaan di era digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk 

pengembangan kerangka konseptual baru mengenai integrasi etika profesi guru dan 

literasi kewargaan dalam konteks digital native teacher. Selanjutnya kajian 

penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan awal bagi peneliti lain yang 

tertarik untuk mengembangkan studi serupa atau lebih mendalam terkait 

pengembangan modul ajar dan peningkatan literasi digital siswa. 

b. Manfaat Praktis; Bagi calon Guru PPKn khususnya Mahasiswa PPKn dapat menjadi 

panduan awal dalam memahami pentingnya etika profesi dalam konteks digital, 

serta memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan dan 

menggunakan modul ajar etika profesi yang relevan dengan kebutuhan siswa di era 

digital dan menjadikan kesadaran akan peran mereka sebagai agen perubahan dalam 

membentuk literasi kewargaan siswa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagi 

Guru PPKn menjadi rujukan yang mendasar untuk pengembangan program 

pelatihan atau workshop mengenai pengembangan modul ajar berbasis digital. Bagi 

siswa, membantu dalam upaya pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai 

Pancasila dan literasi kewargaan di era digital. Meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital. Bagi 

LPTK yaitu Membantu LPTK dalam menghasilkan lulusan guru PPKn yang siap 

menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan mampu meningkatkan literasi 

kewargaan siswa. Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan, memberikan data dan 

informasi sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait 

pengembangan profesionalisme guru, kurikulum pendidikan, dan peningkatan 

literasi digital di sekolah serta menndukung upaya pemerintah dalam mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
A. Modul Ajar 

Modul ajar merupakan bagian penting dari implementasi Kurikulum Merdeka 

yang saat ini diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam paradigma baru 

ini, guru tidak lagi dibatasi oleh format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

kaku, melainkan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam merancang pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modul ajar hadir sebagai dokumen 

pembelajaran yang bersifat fleksibel, lengkap, dan mudah diadaptasi. RPP mencakup 

komponen-komponen penting seperti tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, 

asesmen, hingga lampiran pendukung yang membantu guru dalam merancang 

pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Pengembangan modul ajar didasarkan 

pada prinsip-prinsip desain instruksional yang sistematis. Salah satu pendekatan yang 

sering digunakan adalah model ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) sebagaimana dijelaskan oleh (Branch, 2009). Proses ini 

dimulai dengan analisis kebutuhan pembelajaran, perancangan tujuan dan strategi, 

pengembangan materi ajar, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi terhadap 

efektivitas modul. Dengan mengikuti proses ini, modul ajar disusun secara terarah dan 

menyeluruh.  

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, modul ajar juga dirancang untuk mendukung 

pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat menyesuaikan dengan tingkat kesiapan, 

minat, dan profil belajar siswa yang beragam. Modul ajar tidak hanya dirancang untuk 

menyampaikan konten, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif 

dan reflektif. Oleh karena itu, aspek keterpaduan antar komponen sangat penting. 

Modul yang baik harus mampu menghubungkan antara kompetensi yang ingin dicapai, 

aktivitas pembelajaran yang kontekstual, serta asesmen yang sesuai untuk mengukur 

ketercapaian tujuan tersebut. Selain itu, materi yang disajikan dalam modul sebaiknya 

relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mendorong mereka untuk berpikir 
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kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan 

pembelajaran kontekstual dan konstruktivis, di mana siswa menjadi subjek aktif dalam 

membangun pengetahuannya (Joyce, 2011).  

Seiring dengan perkembangan teknologi, modul ajar pun mengalami perluasan 

bentuk ke dalam platform digital. Modul ajar digital memanfaatkan kekuatan teknologi 

informasi untuk memperkaya konten pembelajaran melalui berbagai fitur seperti video, 

audio, animasi, simulasi, serta asesmen interaktif. Adaptasi ini memungkinkan 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak terbatas ruang dan waktu. Konsep ini 

sejalan dengan teori Multimedia Learning yang dikembangkan oleh (Mayer, 2009), 

yang menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika siswa menerima 

informasi melalui saluran visual dan auditori secara bersamaan dalam bentuk yang 

saling mendukung. Meski memiliki potensi yang besar, adaptasi modul ajar ke dalam 

bentuk digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah 

kesenjangan akses terhadap perangkat dan jaringan internet. Tidak semua siswa 

memiliki fasilitas digital yang memadai untuk mengakses modul digital secara optimal. 

Selain itu, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi digital yang cukup 

untuk menyusun, mengelola, dan mengembangkan modul ajar digital secara mandiri. 

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pelatihan dan penguatan kapasitas guru agar 

modul digital dapat digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran. 

  Namun demikian, potensi modul ajar digital tetap sangat besar. Modul ini 

memungkinkan fleksibilitas belajar, di mana siswa dapat mengakses materi kapan saja 

dan mengulanginya sesuai kebutuhan. Di samping itu, format digital juga 

memungkinkan integrasi berbagai pendekatan pembelajaran, seperti pembelajaran 

berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran berbasis masalah (problem-

based learning), hingga pembelajaran berbasis literasi digital. Dengan dukungan 

kebijakan pendidikan dan kesiapan teknologi yang memadai, modul ajar digital bisa 

menjadi pilar penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Secara teoritis, 

modul ajar berakar pada pendekatan sistem pembelajaran atau Instructional System 

Design (ISD) yang menekankan pentingnya hubungan antara tujuan pembelajaran, 

materi, strategi, media, dan evaluasi. Pengembangan bahan ajar, seluruh komponen 
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tersebut harus saling mendukung dan tidak berdiri sendiri. Pendekatan ini menekankan 

bahwa desain pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan konteks pembelajaran (Heinich, 2002).  

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, prinsip-prinsip ini semakin relevan karena 

modul ajar tidak hanya menjadi pedoman teknis pembelajaran, tetapi juga sebagai alat 

untuk mengaktualisasikan filosofi merdeka belajar yang berpusat pada siswa. Dengan 

demikian, modul ajar merupakan wujud konkret dari upaya membangun pembelajaran 

yang adaptif, mandiri, dan bermakna. Modul ini memungkinkan guru untuk 

mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan berdaya guna, sekaligus 

menjawab tantangan zaman yang menuntut pengintegrasian teknologi dalam 

pendidikan. Ke depan, pengembangan modul ajar yang berkualitas baik dalam format 

cetak maupun digital akan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, 

transformatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21. 

 
B. Etika Profesi Guru PPKn 

Dalam dunia pendidikan, keberadaan guru bukan sekadar sebagai pengajar 

yang mentransfer pengetahuan, melainkan sebagai sosok yang memiliki tanggung 

jawab moral dan sosial untuk membentuk karakter peserta didik. Di sinilah letak 

pentingnya pemahaman tentang etika profesi guru, terutama bagi guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki peran strategis dalam 

internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Secara konseptual, etika merupakan cabang filsafat 

yang membahas tentang nilai, moralitas, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. 

Etika tidak hanya berbicara tentang apa yang benar dan salah, tetapi juga menuntun 

manusia dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara bermartabat. 

Sementara itu, profesi adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dan 

komitmen tinggi terhadap nilai-nilai luhur yang melekat pada tugas tersebut. Dengan 

demikian, etika profesi merujuk pada norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku 

para profesional dalam menjalankan tugasnya, agar tetap berlandaskan tanggung 

jawab, kejujuran, keadilan, serta integritas. 
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 Dalam konteks guru, etika profesi menjadi aspek fundamental yang tidak bisa 

dipisahkan dari tugas dan fungsinya di sekolah maupun di masyarakat. Guru memiliki 

peran tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, dan 

panutan yang diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap guru 

dituntut untuk memahami dan menerapkan etika profesinya sebagai bentuk tanggung 

jawab terhadap peserta didik, sesama rekan kerja, lembaga pendidikan, serta bangsa 

dan negara. Pentingnya etika profesi guru ditegaskan dalam berbagai literatur 

pendidikan, di mana guru dianggap sebagai profesi moral yang memiliki implikasi luas 

terhadap pembentukan karakter dan identitas sosial generasi muda (Purwanto, 2017). 

Sebagai bentuk pengaturan norma moral dalam profesi guru, Indonesia memiliki Kode 

Etik Guru Indonesia yang dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI). Kode etik ini menjadi landasan moral sekaligus pedoman perilaku guru dalam 

menjalankan profesinya secara profesional.  

Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, kejujuran, 

keadilan, pengabdian, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kode Etik 

Guru Indonesia menekankan bahwa guru harus menjadi agen perubahan sosial yang 

berintegritas dan menjunjung tinggi martabat profesinya. Guru juga diharapkan 

menghormati hak asasi peserta didik, menjalin hubungan profesional yang sehat 

dengan rekan sejawat, serta menjaga nama baik lembaga pendidikan tempat mengabdi. 

Dalam konteks mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 

etika profesi guru memiliki kekhususan tersendiri. Guru PPKn bukan hanya 

mentransfer pengetahuan mengenai konstitusi, lembaga negara, dan norma hukum, 

tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk watak kebangsaan peserta didik. 

PPKn adalah mata pelajaran yang secara langsung berkaitan dengan pembinaan nilai-

nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, guru 

PPKn harus memiliki integritas moral yang kuat agar dapat menjadi model nyata dari 

nilai-nilai yang diajarkannya. Relevansi etika profesi guru PPKn dengan nilai-nilai 

Pancasila sangatlah erat. 

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental seperti 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Guru PPKn, 
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sebagai agen pendidikan, harus menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai fondasi dalam 

bersikap dan bertindak. Dalam menjalankan tugasnya, guru PPKn harus menunjukkan 

sikap religius yang sesuai dengan sila pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan seperti empati dan toleransi yang sejalan dengan sila kedua, menanamkan 

semangat persatuan seperti pada sila ketiga, meneladankan praktik demokrasi dalam 

pembelajaran yang mencerminkan sila keempat, serta mengembangkan rasa keadilan 

sosial yang tercermin dalam sikap adil terhadap seluruh peserta didik tanpa 

diskriminasi, yang sejalan dengan sila kelima. Guru PPKn juga memikul tanggung 

jawab sebagai agen internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam dan di luar kelas. Peran 

ini tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk pengajaran kognitif semata, tetapi 

harus diwujudkan secara konkret melalui keteladanan moral, perilaku santun, adil, 

jujur, dan bertanggung jawab. Ketika guru PPKn menunjukkan perilaku yang 

bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkannya, maka akan terjadi krisis 

kepercayaan dari peserta didik terhadap pelajaran PPKn itu sendiri. Oleh karena itu, 

guru PPKn harus mampu menjadi representasi nilai Pancasila dalam kehidupannya 

sehari-hari baik sebagai pendidik di sekolah maupun sebagai warga negara di tengah 

masyarakat.  

Dalam penguatan profesionalisme dan etika guru PPKn, pendekatan berbasis 

nilai dan karakter sangat penting untuk diterapkan secara konsisten. Guru bukan hanya 

sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai teladan moral dan kebangsaan. Ini berarti 

guru PPKn harus menjadi figur yang konsisten antara kata dan perbuatan, memiliki 

kepedulian terhadap keutuhan bangsa, serta mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air 

dan semangat demokrasi dalam diri peserta didik. Kajian teoritis mengenai etika 

profesi guru, khususnya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, telah banyak 

dijelaskan oleh para pakar. (Tilaar, 2009) menegaskan bahwa guru adalah agen 

perubahan yang tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk manusia 

Indonesia yang bermartabat, demokratis, dan berkeadilan. Senada dengan itu, (Susanto, 

2019) menjelaskan bahwa guru PPKn memiliki misi ideologis dalam menanamkan 

nilai-nilai dasar negara melalui pendidikan yang berkarakter dan transformatif. Dengan 

demikian, etika profesi guru PPKn tidak dapat dipisahkan dari amanat konstitusional 
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untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun warga negara yang 

bertanggung jawab. 

C. Literasi Kewargaan 

Dalam era digital saat ini, literasi kewargaan (civic literacy) tidak lagi terbatas 

pada pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan 

berbangsa dan bernegara secara konvensional. Literasi kewargaan kini mencakup pula 

kemampuan individu untuk memahami, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam 

kehidupan sosial politik yang berlangsung secara digital. Transformasi digital telah 

mengubah cara warga negara berinteraksi, mengakses informasi, mengekspresikan 

pendapat, hingga mengambil bagian dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap literasi kewargaan digital menjadi penting, terutama bagi 

generasi digital native yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang telah 

terpapar teknologi sejak usia dini. Konsep digital native pertama kali diperkenalkan 

oleh (Prensky, 2001) untuk menggambarkan generasi yang lahir setelah 

berkembangnya teknologi digital, khususnya internet.  

Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan gawai, media sosial, 

aplikasi, dan perangkat digital lainnya. Mereka memiliki karakteristik kognitif dan 

perilaku yang berbeda dari generasi sebelumnya yang disebut digital immigrant yakni 

generasi yang lahir sebelum era digital dan harus menyesuaikan diri dengan kemajuan 

teknologi secara perlahan. Digital native secara umum ditandai oleh kecepatan dalam 

mengakses dan mengolah informasi, multitasking, berpikir visual, serta 

ketergantungan tinggi pada teknologi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka 

terbiasa dengan koneksi real-time, interaktivitas, dan penggunaan media sosial sebagai 

ruang sosial baru. Dalam konteks pendidikan, kehadiran digital native memunculkan 

paradigma baru, baik dari sisi peserta didik maupun pendidik. Ketika guru juga 

merupakan bagian dari generasi digital native, maka muncul istilah digital native 

teacher yakni guru yang tidak hanya menguasai konten pembelajaran, tetapi juga mahir 

dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. 

 Sebagai digital native teacher, pendidik memiliki potensi besar untuk 

menciptakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Pemanfaatan Learning 
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Management System (LMS), penggunaan platform video conference, pengembangan 

media interaktif, serta integrasi media sosial dalam tugas dan proyek pembelajaran 

menjadi bagian dari transformasi pendidikan abad ke-21. Inovasi semacam ini 

mendukung pendekatan blended learning dan student-centered learning, yang 

memungkinkan siswa terlibat secara aktif, mandiri, dan kontekstual. Digital native 

teacher juga dapat memfasilitasi penguatan literasi kewargaan digital, yaitu 

kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam ruang digital secara kritis, bertanggung 

jawab, dan etis. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pula sejumlah tantangan 

yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah fenomena kecanduan 

gadget yang mengganggu konsentrasi dan kesehatan mental siswa.  

Kecenderungan siswa untuk terlibat dalam aktivitas cyberloafing yaitu 

mengakses media sosial atau situs hiburan saat proses belajar berlangsung juga menjadi 

hambatan dalam efektivitas pembelajaran digital. Selain itu, masih rendahnya 

kesadaran terhadap etika digital seperti plagiarisme, ujaran kebencian, privasi data, dan 

hoaks menimbulkan masalah baru dalam konteks literasi kewargaan. Literasi 

kewargaan dalam era digital menuntut pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan 

konsep hukum, konstitusi, dan pemerintahan, tetapi juga bagaimana peserta didik 

memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara digital (digital citizen). 

Konsep digital citizenship ini meliputi tanggung jawab terhadap konten yang 

dibagikan, kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis, serta kesadaran terhadap 

etika berkomunikasi di dunia maya. Guru PPKn memiliki peran strategis dalam hal ini, 

yaitu sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk membangun karakter digital 

yang etis, kritis, dan berwawasan kebangsaan.  

Dalam kajian teoritis, literasi kewargaan tidak bisa dilepaskan dari pendekatan 

pendidikan kewarganegaraan kritis (critical civic education) yang menekankan 

pentingnya kesadaran politik, partisipasi aktif, dan pemikiran reflektif. (Banks, 2008) 

menjelaskan bahwa civic literacy tidak hanya mencakup pengetahuan konstitusional, 

tetapi juga kompetensi sosial, empati, dan keterampilan deliberatif yang dibutuhkan 

untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sementara itu, 

(Rheingold, 2012) menekankan pentingnya mindful participation dalam dunia digital, 
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di mana warga negara perlu memahami dampak sosial dan politik dari perilaku daring 

mereka. Dalam konteks Indonesia, penguatan literasi kewargaan digital sejalan dengan 

nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, 

demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan universal harus menjadi prinsip utama dalam 

membangun budaya digital yang sehat dan beradab. Guru, khususnya guru PPKn, harus 

mampu menjembatani pembelajaran antara norma-norma Pancasila dengan realitas 

sosial digital yang dihadapi siswa setiap hari.  

Dengan demikian, literasi kewargaan dalam era digital bukan hanya tentang 

keterampilan menggunakan teknologi, tetapi lebih kepada kemampuan memahami hak, 

tanggung jawab, dan etika sebagai warga negara di ruang digital. Digital native teacher 

berperan penting dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran secara 

bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Mereka menjadi aktor perubahan dalam 

membangun generasi yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga memiliki kesadaran 

sosial, nilai kebangsaan, dan komitmen terhadap demokrasi yang sehat. 

D. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian ini memperhatikan beberapa studi terdahulu yang menunjukkan 

(Baskara & Sutarni, 2024) perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pelatihan guru 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, khususnya dalam integrasi teknologi 

pendidikan. modul pelatihan generik kurang spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. 

(Kurniawan, 2018) Profesionalime guru Pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk 

aktif mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. (Manik et 

al., 2024) Di tengah kemajuan teknologi tantangan seperti dehumanisasi interaksi 

pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, dan lemahnya implementasi nilai-nilai 

etika menjadi isu yang harus diatasi. Modul ajar etika profesi keguruan masih bersifat 

general belum spesifik terhadap kebutuhan guru PPKn. Dalam kajian etika profesi 

belum terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila yang mengarah pada literasi kewargaan 

secara spesifik dihubungkan dengan guru di era digital atau disebut dengan digital 

native teacher.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena memfokuskan pada 
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pengembangan modul yang spesifik untuk guru PPKn sebagai digital native teacher 

dengan integrasi teknologi dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian ini 

menjembatani kesenjangan antara literasi budaya dan kewargaan siswa dengan 

kebutuhan praktis guru dalam pengembangan modul pelatihan yang terintegrasi dengan 

nilai Pancasila dan dirancang untuk digital native teacher di era digitalisasi. Pendekatan 

berbasis literasi kewargaan sebagai landasan pembelajaran untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam menghadapi tantangan global. Pemanfaatan metode berbasis 

teknologi dalam pelatihan etika profesi, memungkinkan pembelajaran yang lebih 

interaktif dan relevan. Fokus pada peningkatan keberlanjutan melalui evaluasi 

terintegrasi, menjadikan modul lebih aplikatif dan berkelanjutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berupaya melakukan kajian isi dan modus dalam modul ajar etika 

profesi guru PPKn dalam digital native teacher terhadap peningkatan keterampilan 

literasi kewargaan siswa, optimalisasi penerapan perkuliahan etika profesi keguruan 

PKn berbasis digital native teacher dilakukan melalui research and development 

(R&D). Penelitian ini menggunakan model pengembangan dari Borg & Gall. Model 

pengembangan R&D merupakan penelitian “a process used to develop and  validate 

educational product.which consist of studying research finding pertinent to the product 

to be developed, developing the product based on these findings, field testing it in the 

setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found 

in the field-testing stage” (Effendi & Hendriyani, 2018) 

R&D merupakan penelitian kombinasi atau campuran (mixed methods 

approach) yang menggabungkan metode data kualitatif dan kuantitatif untuk 

menghasilkan dan menguji efektivitas produk yang dikembangkan. Dalam 

pelaksanaannya, penelitian R&D ini mengikuti prosedur yang dikembangkan (P. 

Sugiyono, 2011): 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Research and Development 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Merujuk dari karya Sugiyono tahun 2011 
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B. Bagan Alir Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan menghasilkan tingkat keterapannya teknologi (TKT) 

yang berada pada tingkat 5 (lima). Luaran wajib penelitian berupa artikel di jurnal 

bereputasi internasional terindeks scopus minimal Quartile 4 (Q4). Prosiding 

internasional dan modul ajar ber-isbn yang digunakan di jurusan PPKn secara nasional 

melalui AP3KNI dan pencatatan ciptaan atas buku etika profesi keguruan PPKn. Untuk 

mencapai target dan luaran penelitian yang diharapkan sebagaimana TKT 5 (lima), 

penelitian dilakukan melalui tahapan alir di bawah ini: 

 

Gambar 3.2. Tahapan Penelitian 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian R&D ini dilakukan di jurusan PPKn FIS UNIMED. Pemilihan 

lokasi dilakukan karena berhubungan dengan road map fakultas dan jurusan terkoneksi 

dengan moto universitas yaitu the characte building university. Waktu pelaksanaan 

penelitian 11 Juni sampai 31 Oktober 2025.  

D. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian meliputi: (1) dosen pengampu mata kuliah etika profesi guru 

sebagai mata kuliah inti pada Jurusan PPKn FIS Unimed; (2) mahasiswa sebagai 

kelompok uji coba; (2) 4 orang pakar validasi yang terdiri dari ahli dibidang bahasa, 

desain pemebelajaran, konten modul ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran.  

E. Instrumen Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, lembar wawancara 

dan lembar observasi hasil belajar yang diisi berdasarkan hasil pengamatan dan 

perlakuan selama proses perkuliahan mengenai uji coba modul.  

 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket validasi ahli 
SUB KOMPONEN BUTIR 

1. Kelayakan Isi Modul  a. Kesesuaian materi dengan capaian 

pembelajaran 

b. Keterpaduan dan kejelasan penyajian 

materi 

c. Relevansi isi dengan kebutuhan peserta 

didik digital native 

d. Ketepatan penggunaan istilah dan bahasa 

e. Kesesuaian dengan karakteristik mata 

pelajaran PPKn 

2. Tampilan dan Desain Modul a. Tata letak dan desain modul menarik 

b. Pemanfaatan elemen digital 

c. Modul mudah digunakan secara 
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mandiri/digital 

3. Efektivitas Modul a. Modul meningkatkan pemahaman 

tentang etika profesi guru 

b. Modul meningkatkan keterampilan 

literasi kewargaan siswa 

c. Modul meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan partisipasi digital siswa 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

yaitu: Pertama, angket digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan, efektivitas dan 

respon terhadap modul ajar. Kedua, tes digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

pengukuran yang objektif dan standar berkaitan peningkatan hasil belajar mahasiswa 

(Purwono et al., 2019). Ketiga, wawancara digunakan secara mendalam untuk 

mengksplorasi data-data dari ahli untuk mendapatkan masukan terhadap produk, dan 

dari respon mahasiswa serta dosen setelah pelaksanaan perkuliahan (Sugiyono, 2010). 

Keempat, pengamatan digunakan untuk mengamati perkuliahan dengan menggunakan 

modul ajar dalam perkuliahan dan kegiatan penelitian lainnya (Creswell, 2015; S. 

Sugiyono, 2010). Kelima, studi dokumen, untuk kebijakan kurikulum, peraturan-

perundangan dan dokumen lain yang relevan. Keenam, studi kepustakaan bertujuan 

untuk menghasilkan modul ajar yang tidak hanya empirical framework, tetapi juga 

menggunakan logical framework yang didukung oleh pandangan ahli dalam bentuk 

authoritative knowledge (Komariah, 2014). 

 

F. Analisis Data 

Teknik Analisis Data R&D dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data kualitatif menggunakan teknik desktriptif kualitatif yang 

mengadopsi model interaktif oleh Miles dan Hurberman (Miles & Huberman, 1994) 

melalui langkah data collection; data reduction; data display; dan conclution drawing 

& verification. Siklus analisis data prosesnya tidak sekali jadi, melainkan interaktif atau 

bolak balik dan perkembangannya bersifat sekuelitas dan interaktif Analisis data 
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kuantitatif dilakukan dengan: Analisis data deskriptif, analisis ditujukan untuk 

mengolah data angket hasil uji kelayakan dan kepraktisan terhadap modul ajar untuk 

mengoptimalisasi penerapan perkuliahan berdasar pada keterampilan literasi 

kewargaan. Analisis efektivitas. untuk menganalisis nilai dari masing-masing 

mahasiswa yang diperoleh dari test pretest dan posttest pada kelas uji coba. Untuk 

menganalisis hasil penilaian yang diberikan oleh para ahli terhadap kualitas dan 

kelayakan produk, akan digunakan rumus Persentase Rerata Skor (PRS) berikut: 

PRS = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 %   

Dengan kriteria :  

90%  ≤   PRS   ≤ 100%  =  Sangat Baik   (SB) 

80%  ≤   PRS   ≤ 90%    =   Baik   (B) 

70%  ≤   PRS   ≤ 80%    =  Cukup    (C) 

60%  ≤   PRS   ≤ 70%    =  Kurang   (K) 

0%  ≤     PRS   ≤ 60%    =  Sangat Baik  (SK) 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan pengembangan 

yang bertujuan untuk menghasilkan Modul Ajar Etika Profesi Guru Ppkn Dalam 

Digital Native Teacher Terhadap Peningkatan Keterampilan Literasi Kewargaan 

Siswa. Proses pengembangannya terdiri dari empat langkah utama, yaitu: (1) 

pelaksanaan studi pendahuluan, (2) perancangan modul ajar (3) evaluasi dan uji coba 

produk, serta (4) pengujian efektivitas produk yang dikembangkan. 

1. Tahapan Pertama: Penelitian Pendahuluan 

 Pengambilan data pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran awal 

mengenai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan sebelum pengembangan modul ajar 

dilakukan. Data ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran Etika 

Profesi Guru PPKn di era digital. Pengumpulan data pendahuluan dilakukan melalui 

dosen PPKn dan guru PPKn mengenai kebutuhan calon guru PPKn ditengah 

perkembangan teknologi dalam kompetensi siswa abad 21 yang sesuai dengan kaidah 

etika profesi guru PPKn.  Melihat hasi pretest yang diberikan menujukan bahwa perlu 

adanya penguatan yang dilakukan kepada mahasiswa PPKn sebagai calon guru PPKn, 

penguatan yang dilakukan terkait pada pemahaman dan keterampilan mahasiswa pada 

kode etik profesi guru, kompetensi-kompetensi sebagai seorang pengajar, 

memposisikan perkembangan digital dalam pembelajaran serta pengembangan soft 

skill pemanfaatn teknologi sebagai seorang guru sebagai digital native teacher untuk 

membentuk siswa yang memiliki literasi kewargaan ditengan tantangan zaman .   

 Maka dalam hal ini peneliti mencoba pengembangan modul ajar etika profesi guru 

PPKn yang ditujukan untuk digital native teacher karena memiliki urgensi yang sangat 

tinggi di tengah lanskap pendidikan saat ini. Era digitalisasi membawa perubahan 

fundamental dalam cara siswa belajar dan berinteraksi sebagai warga negara. Oleh 

karena itu, memastikan guru PPKn, khususnya mereka yang merupakan generasi 
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digital native, memiliki pemahaman dan keterampilan etika profesi yang kuat menjadi 

krusial untuk meningkatkan literasi kewargaan siswa. 

2.  Tahapan Kedua: Desain Produk 

Produk yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah modul ajar modul 

ajar etika profesi guru PPKn dalam digital native teacher terhadap peningkatan 

keterampilan literasi kewargaan siswa. Modul ajar dirancang untuk pembelajaran 

mandiri (self-instructional) untuk guru, terutama digital native teacher dengan 

pertimbangan fleksibilitas waktu dalam belajar. Mereka bisa mengakses modul kapan 

saja dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini 

memungkinkan proses peningkatan kompetensi yang berkelanjutan tanpa harus terikat 

jadwal pelatihan formal yang kaku. Selanjutnya modul ajar memiliki struktur yang 

jelas dan fokus pada materi yang dijabarkan terhadap kompetensi tertentu. Keteraturan 

ini memastikan bahwa materi disajikan secara logis, dari konsep dasar hingga aplikasi 

praktis, sehingga memudahkan calon guru PPKn untuk memahami dan 

menginternalisasi nilai-nilai etika tersebut sebagai user pada konteks Digital native 

teacher. 

Modul ajar ini dikembangkan dalam format digital (e-modul) dapat 

diintegrasikan dengan berbagai fitur multimedia seperti video, simulasi, kuis interaktif, 

dan forum diskusi daring. Ini sesuai dengan gaya belajar digital native yang lebih 

visual, interaktif, dan terkoneksi, membuat proses belajar etika menjadi lebih menarik 

dan tidak membosankan.  

Tabel 4.1 Kisi-Kisi Modul Ajar 
Materi Butir 

Hakikat dan Pilar Etika Profesi Guru 

PPKn 

a. Landasan filosofis, sosiologis, dan 
psikologis profesi keguruan. 

b. Peran sentral guru PPKn dalam 
membentuk karakter bangsa. 

c. Kode etik guru Indonesia dan nilai-

nilai etis Pancasila dalam profesi guru 

Transformasi Peran Guru PPKn dalam 

Era Digital 

a. Dari pengajar ke fasilitator dan 
mediator. 
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b. Perubahan gaya komunikasi antara 
guru dan siswa digital native. 

c. Tantangan membumikan nilai 

Pancasila di tengah arus informasi 

global 

Etika dalam Praktik Keguruan PPKn a. Perilaku etis guru di ruang digital 
(media sosial, platform pembelajaran, 
dll.). 

b. Batasan dan tanggung jawab guru 
dalam penggunaan teknologi 
(plagiarisme, privasi, cyberbullying). 

c. Literasi digital sebagai bagian dari 
kompetensi etis guru. 

Integrasi Nilai Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam Etika Profesi 

a. Pancasila sebagai pedoman moral 
dalam dunia pendidikan digital. 

b. Etika warga negara digital: 
membangun keteladanan dalam dunia 
maya. 

c. Penguatan civic disposition guru 
sebagai panutan masyarakat. 

Kode Etik Baru untuk Guru PPKn di 

Era Digital 

a. Apakah diperlukan revisi kode etik 
guru saat ini? 

b. Rekomendasi penyusunan pedoman 
etika guru berbasis digital. 

c. Partisipasi aktif organisasi profesi 
dalam menyusun etika baru. 

 

3. Tahap Tiga: Review dan Uji Coba Produk 

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini. Tahap ini terdiri 

dari evaluasi dari validator, yaitu ahli media dan materi pembelajaran, dan mahasiswa. 

a. Evaluasi Ahli Konten Materi PKn  

Ahli materi pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah ahli 

konten materi PKn, Keempat ahli ini mampu menilai produk yang dihasilkan dan 

penguatan materi-materi didalam PKn berbasis kearifan lokal. Validasi ini dilakukan 

pada Juni 2022. Uji produk kepada ahli materi dan pengembangan ini melalui angket. 
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Angket tersebut terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu desain teks atau 

tifografi, literatur pendukung, isi (materi/koten) dan pengguna. Hasil validasi ahli 

media dan konten PKn disajikan dalam tabe 4.2 

Tabel 4.2 Hasil validasi ahli media dan konten PKn 
No Komponen Indikator Skor Kategori 

1 Teks (Bahasa) Ketepatan pemilihan font 

dan ukuran huruf agar 

mudah dibaca 

5 Sangat 

baik  

Ketepatan warna teks agar 

mudah dibaca  

5 Sangat 

baik 

Kesesuain bahasa dengan 

EYD 

4 Baik  

Komunikatif 5 Sangat 

baik 

Kalimat efektif  5 Sangat 

Baik 

Jumlah skor komponen teks atau tifografi (Bahasa) 24  

Rata-rata  4,8 Baik  

2 Isi  Materi, tabel dan gambar 

terlihat jelas 

4  

Materi, tabel dan gambar 

yang mudah dipahami 

5 Sangat 

baik 

Materi mengandung unsur 

subtansi kearifan lokal 

4 Baik 

Materi rigid dalam 

pembahasan 

nilai-nilai karakter 

5 Sangat 

baik 

Kesesuaian materi dengan 

capaian pembelajaran mata 

5 Sangat 

baik 
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kuliah 

Materi disajikan dengan 

jelas dan runtun 

5 Sangat 

baik 

Keakuratan mater 5 Sangat 

Baik 

Kemuktahiran materi 4 Baik 

Kedalaman materi 5 Sangat 

baik 

Keluasan materi 5 Sangat 

Baik 

Ketepatan pemilihan contoh 

kasus dengan materi 

5 Sangat 

baik 

Ketepatan pemilihan 

literatur 

pendukung dengan materi 

5 Sangat 

baik 

Materi mendorong rasa ingin 

tahu 

5 Sangat 

baik 

Kesesuaian materi dengan 

karakter Mahasiswa 

4 Baik 

 Jumlahs skor komponen isi  66  

 Rata-rata  4,7 Baik 

3 Literatur 

pendukung  

Kemudahan mengakses 

literatur pendukung  

5 Sangat 

Baik  

Kompoisi literatur 

pendukung  

4 Baik 

Jumlahs kor komponen navigasi  9  

Rata-rata  4,5  

4 Pengguna Media yang sesuai dengan 

karakteristij pengguna 

5 Sangat 

Baik 
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Fleksibilitas  4 Baik 

Jumlahs kor komponen pengguna  9  

Rata-rata  4,5 Baik 

 

Berdasarkan table 4.2 konten modul ajar digital native teacer yang 

dikembangkan oleh peneliti memperoleh skor rata-rata 4.6 yaitu 4.8 untuk komponen 

teks, 4.7 untuk komponen isi, 4.5 untuk komponen literatur pendukung dan 4.5 untuk 

komponen pengguna. Total rata-rata skor untuk seluruh komponen mencapai 4,6 atau 

masuk dalam kategor “Baik”. Dengan demikian, Modul ajar masih layak diuji coba 

tanpa harus melakukan revisi. Kalau dikreteria penilaian dalam persentase maka nilai 

yang dicapai mendapat 86 % atau kesimpulan valid. 

b. Evaluasi Ahli Konten Materi PPKn  

 Untuk menilai kelayakan materi yang terkandung dalam modul ajar digital native 

teacher terhadap keterampilan literasi kewarganegaraan siswa maka dilakukan 

validasi kepada ahli materi. Ahli materi yang menjadi validator pada penelitian ini 

adalah 4 ahli konten materi PKn selaku ahli dalam konten materi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan yang mengevaluasi beberapa komponen, yaitu desain teks atau tifografi, 

literatur pendukung, isi (materi/koten) dan pengguna. Validasi dilakukan pada juni 

2025 dengan menggunakan angket uji kelayakan ahli materi. Angket tersebut terdiri 

dari dua komponen penilaian, yaitu komponen konten materi PKn. Hasil validasi ahli 

materi disajikan dalam tabel 4.3.  

 Berikut tabel hasil validasi terhadap kedua ahli baik media maupun materi dapat 

dilihat dalam tabel dibawah: 

Tabel   4.3 Uji Validas ke Ahli 
Validator Ahli 

Konten Materi 

Validasi Kriteria 

Ahli Materi dan 

Bahasa  

1 85% Valid/Tidak Revisi 

Ahli Materi dan 2 86% Valid/Tidak Revisi 
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Bahasa 

Ahli Materi dan 

Bahasa 

3 86% Valid/Tidak Revisi 

Ahli Materi dan 

Bahasa 

4 86% Valid/Tidak Revisi 

Rata-rata   86% Valid/Tidak Revisi 

 

c. Evaluasi Ahli Konten Materi PKn  

Evaluasi ini dilakukan dengan menguji coba pada 5 mahasiswa dari 29 mahasiswa 

semester 4 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. Kelima mahasiswa/i dipilih secara acak berdasarkan 

kemampuannya dalam pembelajaran baik berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Kelima mahasiswa diminta untuk menilai modul ajar digital native teacher Angket 

berisi tiga aspek penilaian, yaitu penyajian materi, pembelajaran dan bahasa. Data 

yang diperoleh dari uji coba tahap ini tersaji dalam tabel 4.4  

Tabel 4.4 Hasil Uji Pengguna 
No Aspek No 

Butir 

Indikator Rata-

Rata 

Skor 

Kategori 

1 Materi  1 Materi dalam buku ajar 

mudah dipahami 

4.5 Baik  

2 Materi yang disajikan 

dengan jelas dan runtun 

4 Baik 

3 Materi yang disajikan 

bermanfaat dalam 

perkuliahan 

5 Sangat 

Baik 

4 Materi dibahas secara 

mendalam 

5 Sangat 

Baik 

5 Sumber atau literaturnya 5 Sangat 
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jelas dan mudah diakses Baik 

Rata-rata skor aspek materi 4,7 Sangat 

Baik  

2 Pembelajaran  6 Mendorong rasa ingin 

tahu  

5 Sangat 

Baik 

7 Meningkatkan minat 

belajar 

4.5 Baik 

Rata-Rata skor aspek pempelajaran  4.8  

3 Bahasa  8 Komunikatif  5 Sangat 

Baik 

  9 Kesesuain Bahasa dengan 

EYD  

4.5 Baik  

Rata-Rata skor aspek Bahasa  4.8  

Rata-Rata Skor  4,7 Sangat 

Baik 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa skor rata-rata untuk aspek media dari hasil 

penilaian lima orang mahasiswa mencapai 4,7 dengan kategori “Sangat Baik”, skor 

rata-rata untuk aspek materi 4,7 dengan kategori “Sangat Baik” dan skor rata-rata untuk 

aspek pembelajaran 4,8 dengan kategori “Sangat Baik”, dan aspek bahasa 

mendapatkan skor rata-rata 4,7 dengan kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil ini 

peneliti tidak menemukan kekurangan mendasar dari produk yang perlu diperbaiki, 

baik dari segi materi, pembelajaran maupun Bahasa modul ajar digital native teacher 

sangat baik bila dipersentasikan 95 %. Adapun hasil dari evaluasi penggunaan buku ini 

adalah: 

Tabel 4.5 Uji Valiasi kepada mahasiswa 
Validator Skor Kriteria 

Mahasiswa 1 96 % Sangaat Baik 

Mahasiswa 2 93% Sangaat Baik 
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Mahasiswa 3 95% Sangaat Baik 

Mahasiswa 4 95% Sangaat Baik 

Mahasiswa 5 94% Sangaat Baik 

Jumlah 473  

Rata-Rata 94% Sangat Baik 

 

Berdasarkan data tersebut, bahwa rata-rata mahasiswa menjawab dengan 

kriteria sangat baik. Dengan demikian modul ajar digital native teacher sangat layak 

untuk dijadikan sebagai pegangan bagi mahasiswa khususnya di jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan pada mata kuliah etika profesi guru.  

4. Tahap Empat: Uji Keefektifan Produk. 

Dalam melaksanakan uji kefektifan produk modul ajar maka dilakukan 

pengukuran pemahaman awal mahasiswa tentang digital native teacher. Maka 

dilakukan pre test melalui google form sebagai alat ukur awal untuk melakukan 

treatment dengan hasil data statistik sebagai berikut; 

 

Gambar 4.1 Hasil PreTest 

 

 

 Pretest kepada seluruh kelas yang sedang mengambil mata kuliah etika profesi 
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guru, keseluruhan kelas yang dilakukan uji coba berjumlah lima kelas yaitu kelas 

A,B,C,D dan E. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa 

pada mata kuliah etika profesi guru, sehingga nantinya kelas yang memiliki hasil 

belajar yang rendah maka akan diberikan perlakuan oleh guru PPKn sesui dengan 

modul ajar yang akan didesain sesuai kebutuhan mahasiswa melihat hasil pre-tes. 

Hasil pretest menunjukkan bahwa kelas C dengan jumlah mahasiswa 25 mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah etika profesi pendidikan memiliki rata-rata nilai 

terendah dengan nilai 78,69.   

 Setelah mendapatkan hasil pretest mahasiswa maka, peneliti memberikan 

perlakukan kepada mahasiswa PPKn sebagai target uji kefektifan produk modul 

ajar.  Treatment atau perlakukan dilakukan oleh guru PPKn sebagai talent pada 

penelitian ini, guru PPKn dalam memberikan perlakuan sesuai dengan modul ajar 

digital native teacher yang telah di desain dengan melihat kebutuhan calon guru 

PPKn sebagai digital native teacher untuk membentuk literasi kewargaan siswa.  

Gambar 4.2 Treatment Uji Kefektifan Produk Modul Ajar 
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Setelah pelaksanaan treatment, peneliti memberikan tautan post-test kepada 25 mahasiswa 

yang sebelumnya telah mengisi pre-test dan memperoleh perlakuan, dengan tujuan untuk 

mengetahui efektivitas produk yang dihasilkan. 

Gambar 4.3 Mahasiswa mengisi post test  

   

Setelah seluruh mahasiswa menyelesaikan pengisian post-test, hasil dari tautan yang 

telah diisi disajikan pada bagian berikut. 

Gambar 4.4 Hasil Post Test 

 

Setelah melakukan treatmen menggunakan modul ajar sebagai pelatihan etika 

profesi guru PPKn Dalam Digital Native Teacher kepada calon guru PPKn tentunya 
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menunjukan perubahan pada mahasiswa. Hal ini didukung pada hasil post test yang 

jika di rata-ratakan mahasiswa yang mendapat hasil 85,84 nilai ini dikategorikan baik, 

hal ini menunjukan perubahan yang sanagt signifikan dari angka 78,69.  Hal ini 

menunjukan bahwa treatmen dengan menggunakan modul ajar yang dilakukan dengan 

menggunakan modul ajar dalam digital native teacher berhasil dilakukan. 

Mahasiswa sebagai calon guru PPKn mampu menguraikan bagaimana peran 

guru profesi guru PPKn menempatkan diri pada perkembangan globalisasi yang harus 

mampu memiliki keterampilan digitalisasi untuk menciptakan pembelajaran yang 

menarik dan efektif melihat bagaimana digitalisasi yang memberikan dampak positif 

dan negatif kepada siswa, dimana dengan adanya perkembangan globalisasi siswa 

menjadi individual dan tidak memiliki motivasi belajar, jadi dengan guru mampu 

menciptakan pembelajaran yang menarik dan mampu berkreasu dengan 

mengembangkan pembelajaran seperti menggunakan aplikasi pembelajaran online, 

video, dan media pembelajaran lainnya. Sehingga tujuan pembelajaran PPKn dapat 

tercapai dan mampu membentu siswa yang memiliki kolaborasi, berpikir kritis, 

kreatif dan komunikasi sebagai tuntutan kemampuan siswa di abad 21.  

Selain memiliki kemampuan digitaliasi, mahasiswa memahami bahwa 

kemampuan digitalisasi harus berjalan beriringan dengan kode etik seorang guru yang 

mana guru PPKn perlu menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, 

serta memperhatikan privasi dan keamanan siswa tanpa melanggar kode etik sebagai 

seorang guru yang profesional.  Karena ini sangat berkaitan dengan etika profesi yaitu 

dimana guru harus menjadi contoh dan teladan bagi siswa, dan bertanggung jawab 

dalam menggunakan alat teknologi yang digunakan agar tidak terjadi penyalahgunaan 

digital yang berdampak negatif untuk siswanya. Maka seorang guru PPKn harus 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sambil mempertahankan nilai-nilai etika 

profesi yang tinggi. 

Kemudian mahasiswa menyadari bahwa keterampilan digitalisasi dan 

keterampilan-keterampilan lainnya menjadi seorang guru professional tentunnya tidak 

bisa didapatkan sepenuhnya dari perkulihan, setelah menyelesaikan perkulihan dan 
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akan berkarir menjadi guru PPKn yang professional guru harus mampu mengikuti 

perkembangan pembelajaran PPKn baik mencangkup pada kurikulum, pengembangan 

Media, model dan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran PPKn. Keterlibatan 

mengikuti organisasi-organisasi guru yang ada di Indonesia merupakan salah satu 

langkah untuk membentuk keterampilan digitalisasi dan keterampilan-keterampilan 

lainnya menjadi seorang guru professional, organisasi-organisasi keguruan yang ada di 

Indonesia bisa memfasilitasi guru-guru yang ada dengan memberikan pelatihan-

pelatihan serta kegiatan-kegiatan keguruan yang mampu mengembangkan professional 

guru. 

B. Pembahasan  
Analisis kebutuhan calon guru ppkn sebagai digital native teacher, penelitian 

ini secara tepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak calon guru PPKn sebagai digital 

native teacher akan modul ajar etika profesi yang relevan dengan era digital. Digital 

native teacher bukan hanya individu yang lahir di era digital, melainkan juga guru yang 

secara intuitif mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar-mengajar 

sehingga guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam 

meningkatkan kinerja, oleh karena itu guru perlu memahami dan menerapkan literasi digital 

agar siswa terdorong untuk berpartisipasi aktif dan inovatif, serta menciptakan lingkungan 

belajar yang menyenangkan (Ahyani et al., 2024).  

Literasi kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menghadapi era 

masyarakat 5.0, dengan kemampuannya sangat membantu siswa berpartisipasi dalam 

mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Widiatmaka & 

Kurniawan, 2023). Sehingga guru dalam kebutuhan mengajar dan mendidik bukan 

hanya pada pemahaman teknis, melainkan juga pada keterampilan pedagogis dan etis 

dalam menggunakan teknologi. Peneliti mencoba menguraikan kesiap matangan sosok 

guru di era digital sebagai digital native teacher melalui modul ajar dengan menjawab 

kebutuhan tersebut yang menjabarkan materi tentang perilaku etis di ruang digital, 

batasan penggunaan teknologi, dan etika dalam interaksi daring dengan para murid. 

Guru perlu penguatan tentang kompetensi digital dalam hal implikasi etika dan perilaku 

sosial sebagai user (sipengguna teknologi). 
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Proyeksi literasi kewargaan siswa berdasarkan nilai pancasila di era digitalisasi 

melalui pengembangan modul ajar ini secara langsung memproyeksikan peningkatan 

literasi kewargaan siswa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Literasi kewargaan 

di era digital tidak hanya mencakup kemampuan mengakses dan mengolah informasi, 

tetapi juga kemampuan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab sebagai warga 

negara dalam ruang digital. Kemajuan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap 

pendidikan, menciptakan kebutuhan kritis akan pengembangan profesional guru (TPD) 

yang mengintegrasikan teknologi dengan pedagogi (Napitupulu et al., 2025). 

Modul ajar yang melatih guru PPKn untuk memahami etika digital dan integrasi 

nilai Pancasila dalam pembelajaran akan memungkinkan mereka untuk membimbing 

siswa dalam menanggapi tantangan seperti berita palsu (hoax), perundungan siber 

(cyberbullying), dan radikalisme digital. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa 

guru yang memiliki literasi etika digital yang kuat akan menjadi teladan (role model) 

bagi siswanya. Mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam program literasi digital, 

menciptakan komunitas online positif yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila, serta 

memberdayakan individu dan organisasi yang memperjuangkan nilai - nilai tersebut, era digital 

menjadi platform untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, bukan ancaman bagi mereka. 

Singkatnya, nilai-nilai Pancasila adalah prinsip-prinsip hidup ataupun pedoman hidup yang 

memandu tindakan dan interaksi kita di era digital. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, 

kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis, baik offline maupun online 

(Sukadi, 2023). Modul ajar ini tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga 

berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang kokoh di tengah arus globalisasi. 

Hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan signifikan pada nilai post-test 

mahasiswa menunjukkan efektivitas modul ajar ini. Kenaikan rata-rata dari 78.69 

menjadi 85.84 membuktikan bahwa modul ajar berhasil dalam meningkatkan 

pemahaman calon guru PPKn tentang etika profesi di era digital. Meskipun penelitian 

ini tidak secara langsung mengukur peningkatan literasi kewargaan pada siswa, 

peningkatan kompetensi guru secara logis akan berdampak pada kualitas pengajaran 

mereka. Guru yang lebih memahami etika digital akan lebih siap untuk 

mengintegrasikannya ke dalam materi PPKn, seperti membahas dampak positif dan 
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negatif dari perkembangan teknologi. 

Peningkatan ini juga didukung oleh temuan bahwa modul ajar tersebut sangat 

dihargai oleh mahasiswa, dengan skor rata-rata 4.7 yang termasuk dalam kategori 

"Sangat Baik." Ini mengindikasikan bahwa desain modul ajar yang interaktif dan 

relevan sangat efektif dalam memotivasi peserta didik untuk belajar. Efektivitas ini 

dapat diperkuat oleh pendekatan SCL student centered learning yang memungkinkan 

guru untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam literasi kewargaan, ntuk 

meningkatkan mutu pembelajaran, dibutuhkan guru yang berkualitas.  

Seorang guru harus memiliki keterampilan dasar sebagai profesionalisasi 

tugasnya. Ada sepuluh kemampuan dasar profesional guru, yaitu: 1) Menguasai Materi, 

2) Mengelola Program Belajar Mengajar, 3) Mengelola Kelas, 4) Menggunakan 

sumber media, 5) Menguasai Landasan Pendidikan, 6) Mengelola Interaksi Belajar 

Mengajar, 7) Menilai prestasi Siswa untuk tujuan pengajaran, 8) Mengenali Fungsi dan 

Program Layanan Bimbingan dan Konseling, 9) Mengenali dan menyelenggarakan 

administrasi sekolah, dan 10) Memahami prinsip dan menginterpretasikan hasil 

penelitian pendidikan untuk tujuan pengajaran. Metode pembelajaran diperlukan untuk 

mengetahui pola dan konsep prinsip dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa merupakan pembelajaran yang 

menitikberatkan pada kegiatan belajar mengajar bagi siswa (Handayani & Syah, 2023). 

Modul ajar ini secara efektif berfungsi sebagai jembatan yang krusial, 

menghubungkan teori etika profesi digital native teacher yang seringkali abstrak 

dengan praktik nyata yang relevan bagi calon guru PPKn. Dengan menyediakan materi 

yang kontekstual dan interaktif, modul ini memungkinkan mereka tidak hanya 

memahami konsep-konsep seperti kode etik guru, tetapi juga menginternalisasi nilai-

nilai tersebut ke dalam konteks digital sehari-hari, mulai dari penggunaan media sosial 

hingga pengelolaan kelas daring. Pada akhirnya, internalisasi ini diproyeksikan untuk 

berdampak langsung pada literasi kewargaan siswa, di mana guru yang beretika digital 

akan menjadi panutan dalam membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, 

bijaksana, dan Pancasilais di tengah tantangan era digitalisasi. 
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C. Luaran Yang Dicapai 
Luaran wajib: 

a. Laporan Akhir. 

b. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi Scopus min Q4 /WoS. 

c. Hak Cipta Laporan. 

d. KI produk penelitian (hak cipta atau paten) 

D. Rencana Selanjutnya 
Setelah selesai dalam melakukan penelitian ini, maka rencana kegiatan 

berikutnya akan dilakukan kegiatan internal dan eksternal sebagai berikut; 

Tindakan Internal: Implementasi dan Pembudayaan Nilai 

1. Tindakan selanjutnya di lingkungan internal universitas akan berfokus pada 

penerapan langsung hasil penelitian ke dalam kurikulum dan budaya akademik. 

2. Penerapan produk buku ajar dalam pembelajaran PPKn, produk buku ajar ini akan 

diterapkan pada mata kuliah etika profesi keguruan PKn. Implementasi ini tidak 

hanya terbatas pada satu kelas, tetapi akan menjadi bagian dari kurikulum standar 

untuk mahasiswa semester empat. Rencana ini akan mencakup pelatihan internal 

bagi dosen pengampu mata kuliah agar mereka dapat menggunakan modul ajar 

secara efektif, termasuk memanfaatkan fitur-fitur digital dan multimedia di 

dalamnya. Tujuannya adalah memastikan konsistensi dan standar kualitas dalam 

penyampaian materi, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar 

yang optimal. 

3. Membudayakan nilai-nilai karakter kebangsaan, penerapan buku ajar akan 

menjadi katalis untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter kebangsaan yang 

mencakup 18 karakter kewarganegaraan, keadilan, tanggung jawab, dan 

kehormatan. Rencana ini akan dilakukan secara sistemik melalui berbagai 

kegiatan. Sebagai contoh, di dalam kelas, dosen akan didorong untuk 

menggunakan studi kasus dari buku ajar yang mencerminkan tantangan etika 

digital, seperti isu tanggung jawab dalam berbagi informasi di media sosial atau 

keadilan dalam perlakuan terhadap siswa. Di luar kelas, nilai-nilai ini akan 

dipromosikan melalui kegiatan kemahasiswaan, seperti seminar, diskusi, dan 
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proyek sosial yang terintegrasi dengan moto UNIMED sebagai The Character 

building University. 

Tindakan Eksternal: Diseminasi dan Penelitian Lanjutan 

1. Tindakan eksternal akan berfokus pada penyebarluasan hasil penelitian dan 

pengembangan produk ke ranah yang lebih luas. 

2. Penelitian lanjutan dan hibah dikti, Hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk 

mengajukan proposal penelitian hibah Dikti. Rencana penelitian lanjutan ini akan 

berfokus pada kajian lintas keilmuan, misalnya dengan menggabungkan kajian 

etika profesi dengan ilmu sosiologi pendidikan atau psikologi kognitif untuk 

menganalisis dampak modul ajar secara lebih mendalam. Fokus dapat juga 

bergeser pada skala yang lebih besar, melibatkan guru-guru PPKn di seluruh 

Indonesia untuk menguji efektivitas modul ajar dalam konteks praktik nyata. 

3. Sosialisasi melalui asosiasi ap3kni, buku ajar dan desain pembelajaran yang 

dikembangkan akan disosialisasikan melalui Asosiasi Profesi Pendidik Pancasila 

dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI). Rencana ini mencakup presentasi 

pada konferensi nasional AP3KnI, penyelenggaraan lokakarya, dan publikasi 

artikel di jurnal-jurnal ilmiah yang terafiliasi dengan asosiasi. Tujuannya adalah 

menjadikan buku ajar ini sebagai salah satu rujukan utama bagi pendidik PPKn di 

seluruh Indonesia, memastikan hasil penelitian ini memberikan kontribusi nyata 

bagi dunia pendidikan. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Simpulan 
Penelitian pengembangan ini berhasil menghasilkan dan memvalidasi modul 

ajar etika profesi guru ppkn untuk digital native teacher yang secara signifikan efektif 

dalam meningkatkan pemahaman calon guru. Modul ajar ini memenuhi kebutuhan 

mendesak akan materi pembelajaran yang relevan, interaktif, dan kontekstual, yang 

tidak hanya berfokus pada penguasaan teori tetapi juga pada penerapan etika profesi 

dalam konteks digital. Dengan kenaikan nilai rata-rata post-test yang signifikan, 

penelitian ini membuktikan bahwa modul yang dirancang secara khusus untuk guru 

digital native mampu menjembatani kesenjangan antara etika profesi tradisional 

dengan tantangan dan peluang di era digital. 

Modul ini memproyeksikan dampak positif pada literasi kewargaan siswa, 

karena guru yang memahami etika digital akan menjadi panutan yang efektif dalam 

membentuk karakter Pancasila yang bijaksana dan bertanggung jawab di ruang siber. 

Keberhasilan produk ini didukung oleh validasi ahli yang sangat baik dan penerimaan 

positif dari mahasiswa sebagai calon pengguna. Hasil ini menunjukkan bahwa produk 

memiliki kelayakan teoretis dan efektivitas praktis yang tinggi. 

Selanjutnya, penelitian ini tidak berhenti pada pengembangan produk. 

Langkah-langkah strategis telah dirancang untuk diseminasi dan keberlanjutan 

dampak, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, modul ajar ini akan 

diintegrasikan ke dalam kurikulum jurusan PPKn FIS UNIMED dan menjadi bagian 

dari budaya kampus untuk membudayakan nilai-nilai karakter kebangsaan. Secara 

eksternal, produk ini akan disosialisasikan melalui asosiasi profesi seperti AP3KnI dan 

dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan guna memberikan kontribusi yang lebih luas 

bagi dunia pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan 

produk yang valid dan efektif, tetapi juga meletakkan fondasi yang kuat untuk 
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pengembangan profesionalisme guru PPKn di masa depan 

 

B. Saran 
Diharapkan luaran dari penelitian ini, yakni buku ajar etika profesi guru PPKn 

dalam digital native teacher, dapat menjadi rujukan utama dalam pengembangan 

kurikulum di Jurusan PPKn FIS UNIMED dan seluruh jurusan PPKn se-Indonesia 

yang tergabung dalam Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Indonesia (AP3KnI).  Saran ini didasarkan pada temuan bahwa: Buku ajar ini terbukti 

efektif dalam meningkatkan kompetensi etika digital mahasiswa, yang merupakan 

elemen penting dari kecerdasan moral di era modern. Buku ajar ini membantu 

menginternalisasi 18 nilai karakter kebangsaan seperti tanggung jawab, keadilan, dan 

kepedulian dalam konteks digital, yang sangat relevan bagi calon guru PPKn. 

Penerapan buku ajar ini secara sistematis akan mendukung upaya UNIMED sebagai 

The Characte Building University dengan memperkuat calon guru dengan pondasi 

pemahaman etika profesi keguruan Pkn. Dengan menjadikan buku ajar ini sebagai 

acuan, diharapkan dapat terwujud penguatan karakter kebangsaan yang adaptif dan 

relevan dengan tantangan zaman. 
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Abstract 

The digital era has fundamentally changed the educational landscape, bringing with it new 

challenges and opportunities, especially in the development of students' civic literacy skills. This 

study examines the role of digital native teachers in improving students' civic literacy skills in 

secondary schools. With a mixed-methods method involving a quantitative survey of 300 students 

and 50 teachers, as well as in-depth qualitative interviews with 10 selected digital native teachers, 

this study aims to analyze how the characteristics and teaching practices of digital native teachers 

correlate with increased civic literacy. The results show that digital native teachers, who are 

inherently familiar with digital technologies, tend to integrate digital tools and resources in learning, 

facilitate critical discussions on contemporary issues, and encourage students' active participation 

in digital-based projects. A significant positive correlation was found between the level of 

technology adoption by digital native teachers and the improvement of students' digital literacy 

skills, civic participation, and critical thinking. The study concludes that the characteristics of digital 

native teachers, supported by proper professional training and adequate technological 

infrastructure, can significantly contribute to the development of students' civic literacy in the 

digital age. The practical implications of this study emphasize the importance of continuous 

professional development for teachers to harness the potential of digital technology in civic 

education.  

Keywords : Digital Native, Literacy, Citizenship. Educational Technology  
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INTRODUCTION 

The rapid development of information and communication technology (ICT) has given 

birth to a generation that grows and develops in the midst of the rapid flow of digital information, 

who are often referred to as digital natives (Prensky, 2001). This generation, which includes the 

majority of today's students, has unique characteristics in the way they interact with information, 

learn, and communicate. On the other hand, civic education plays a crucial role in forming 

individuals who are responsible, participatory, and have critical thinking towards social and political 

issues in the era of globalization (Hoskins et al., 2011). Challenges arise when traditional teaching 

methods may not be fully relevant or effective in engaging digital native students to develop 

essential civic literacy skills. 

Citizenship literacy in the digital era goes beyond a basic understanding of citizens' rights 

and obligations; it includes the ability to access, analyze, evaluate, and create information 

responsibly in a digital context, as well as participate in public discussions and civic actions ethically 

and effectively (Frau-Meigs & Torrent, 2009; Mihailidis, 2014). These skills include media literacy, 

information literacy, and digital literacy, all of which are integrated within the framework of 

contemporary citizenship literacy. 

In this context, the role of teachers becomes very vital. The emergence of the phenomenon 

of digital native teachers who are inherently accustomed and proficient in using digital technology 

in their daily and professional lives offers great potential to bridge the gap between the 

characteristics of digital native students and the demands of 21st century citizenship literacy. 

Digital native teachers are expected to leverage their understanding of technology to create a more 

interactive, relevant, and engaging learning environment, thereby effectively increasing student 

engagement in civic issues. 

Previous research has discussed the importance of teachers' digital literacy (Tondeur et al., 

2017) and its impact on student learning. However, there have not been many studies that have 

specifically examined how the unique characteristics of digital native teachers directly contribute 

to improving students' civic literacy skills. Therefore, this study aims to fill this gap by in-depth 

exploration of the role of digital native teachers in facilitating the development of students' civic 

literacy skills, focusing on how the integration of technology and their innovative teaching practices 

affects students' competencies. 



 
 

64 
 

 

RESEARCH METHODS 

The study was conducted in three junior high schools in the urban area of Medan, Indonesia, 

which were selected based on the availability of technological infrastructure and the demographic 

variation of students. Quantitative data was collected through surveys with structured 

questionnaires, while qualitative data was obtained through semi-structured interviews. 

Quantitative Sample: A total of 300 students from classes VII and IX (ages 14-16 years) were 

randomly selected (stratified random sampling) to ensure representation of various socio-

economic backgrounds. In addition, 30 teachers from various subjects who teach in the same 

classroom were also included in the survey to get their perceptions of the use of technology and 

civic literacy. Qualitative Sample: 9 native digital teachers (defined as teachers born after 1980 and 

demonstrating high proficiency in the use of digital technology for personal and professional 

purposes) were selected by purposive sampling from the surveyed teacher population. Selection 

criteria include: (a) active use of technology in teaching, (b) involvement in digital-based projects, 

and (c) reputation as an innovator in learning approaches. 

Data Collection Instrument with Student Questionnaire: Measuring students' citizenship 

literacy skill level (digital literacy, media literacy, civic participation, and critical thinking) using a 5-

point Likert scale. This questionnaire was developed based on a digital citizenship literacy 

framework (e.g., Common Sense Media, ISTE Standards) and tested for validity and reliability 

(Cronbach's Alpha > 0.85). Teacher questionnaires to measure teachers' perceptions of the use of 

technology in teaching, the integration of citizenship issues in the curriculum, and their 

characteristics as digital natives. Interview guides are used for in-depth interviews with digital 

native teachers. The questions focused on their experiences in integrating technology, civic literacy 

teaching strategies, the challenges they faced, and their views on the impact of technology on 

student learning. The quantitative survey was carried out during April 2025 with direct supervision 

by the research team. Qualitative interview data was collected in May 2025 through face-to-face 

sessions and audio recordings, with the consent of participants. Quantitative Data Analysis, i.e. 

descriptive statistical analysis (mean, standard deviation) is used to describe sample profiles. The 

Pearson correlation test was used to test the relationship between the characteristics of digital 

native teachers (e.g., frequency of technology use) and students' citizenship literacy scores. Multiple 

regression analysis was conducted to identify the most significant digital native teacher variables 

predicting an increase in students' citizenship literacy. Qualitative data, namely interview data, is 

transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis methods (Braun & Clarke, 2006). The 
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initial codes were identified, then grouped into broader themes relevant to the research question. 

Data triangulation is carried out by comparing qualitative and quantitative findings to improve the 

validity and reliability of the results. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Descriptive analysis shows that the majority of students (86%) have access to digital devices 

and the internet at home, and 80% of them actively use social media and digital platforms for 

information and communication purposes. From the teacher's side, 75% of teachers surveyed 

identify themselves as "digital native" or "early adopter" of technology, with a high frequency of 

use of digital devices in daily life. 

The results of the Pearson correlation test showed a significant positive correlation between 

the frequency of use of technology by digital native teachers in teaching (r = 0.68, p < 0.001) and 

the level of students' civic literacy skills (including digital literacy, media, participation, and critical 

thinking). More specifically: a strong positive correlation (r = 0.72) was found between the use of 

online learning platforms (LMS) and digital collaboration tools by teachers with students' digital 

literacy. The integration of online news analysis and other digital resources by teachers was 

positively correlated (r = 0.65) with students' media literacy and critical thinking. The frequency of 

awarding digital-based projects that encourage participation in social issues (e.g., online awareness 

campaigns) was positively correlated (r = 0.60) with student civic participation. 

Multiple regression analysis showed that "integration of technology in the curriculum" (β = 

0.45, p < 0.01) and "facilitation of critical discussion of digital issues" (β = 0.38, p < 0.05) by digital 

native teachers were significant predictors of improving students' civic literacy skills, explaining 

the 60% variance in students' civic literacy scores. 

The results of the qualitative analysis, namely interviews with digital native teachers, revealed 

several key themes that support the quantitative findings: The use of technology as a connectivity 

link, namely digital native teachers often use social media platforms, blogs, and online forums as 

an extension of the classroom, namely learning management systems. They report that this creates 

a more relaxed and familiar space for students to express their views on civic issues. "I feel like 

students are more comfortable expressing their opinions in WhatsApp groups or in the LMS than 

in front of the class," said one teacher. They also use technology to connect students with authentic 

resources, such as viral news, government documents, or interviews with experts. Facilitating 

critical discussion and evaluation of information makes digital native teachers actively encourage 

students to not only consume information, but also evaluate it critically. They often give 
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assignments where students have to identify fake news (hoaxes), analyze media biases, or verify 

facts using various online sources. "I always emphasize, don't immediately believe what you read 

on the internet. We have to cross-check, see where the source comes from," said a teacher. This 

approach directly contributes to the development of media literacy and critical thinking. Digital-

based projects for civic participation Many digital native teachers report that they design projects 

that involve students in awareness campaigns on social media, the creation of digital content 

(videos, infographics) on social issues, or simulations of participation in the digital democracy 

process. This empowers students to not only understand the issue, but also act as active digital 

citizens. "We made a campaign video about the importance of elections for first-time voters, and 

the students were very enthusiastic about spreading it on social media," said one teacher. The 

challenges and needs of digital native teachers also face challenges such as the limitations of 

internet infrastructure in schools, the lack of training focused on technology integration for civic 

education, and resistance from some colleagues who are less familiar with technology. They 

emphasized the need for school administrative support, ongoing training, and access to relevant 

digital resources. 

The findings of this study are consistent with the literature that emphasizes the importance 

of the role of teachers in integrating technology for learning (Krumsvik, 2014) and the 

development of civic literacy (Kahne & Middaugh, 2008). The characteristics of digital native 

teachers, with their inherent proficiency in technology and understanding of students' digital 

culture, allow them to create more authentic and relevant learning experiences. This is a 

manifestation of what is referred to as Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), 

where teachers not only have content and pedagogical knowledge, but are also proficient in 

integrating technology to improve the learning process (Mishra & Koehler, 2006). Digital native 

teachers naturally show higher levels of TPACK in the context of using technology for civic 

education. 

The ability of digital native teachers to utilize digital platforms as a means of discussion, 

information dissemination, and mobilization of direct participation increases digital literacy and 

student civic participation. This is in line with the concept of "connected learning" which highlights 

how technology can connect students' interests, peers, and academic opportunities for a more 

meaningful learning experience (Ito et al., 2013). The integration of technology also helps to 

overcome the motivational and relevance challenges that often arise in conventional civic 

education, making the subject matter more dynamic and close to the realities of students' lives in 

the digital age (Jenkins et al., 2009). 



 
 

67 
 

In addition, their emphasis on critical thinking and evaluation of online information is 

essential in the era of rampant disinformation and fake news. By modeling responsible behavior 

in digital information consumption, digital native teachers help students develop the ability to 

navigate complex information landscapes and make informed decisions. This supports the 

argument that media and information literacy are integral components of civic literacy in the 21st 

century (Livingstone, 2008). However, the study also highlights that the presence of digital native 

teachers alone is not enough. Institutional support in the form of adequate infrastructure and 

ongoing professional development programs is essential to maximize their potential. Training 

should focus on digital pedagogy specific to civic education, not just technical skills, to ensure that 

technology is used strategically to achieve deep learning objectives. The challenges faced by digital 

native teachers, as expressed in interviews, underscore the need for education policies that are 

more adaptive and responsive to the needs of teachers and students in the digital age. Without this 

support, the potential of digital native teachers to encourage students' civic literacy may not be 

fully realized. 

 

CONCLUSION 

This research shows that digital native teachers have a significant and positive role in 

improving students' civic literacy skills, including digital literacy, media literacy, critical thinking, 

and civic participation. Their ability to integrate technology innovatively, facilitate critical 

discussions on contemporary issues, and design digital-based projects that encourage active 

student participation are key factors in this success. 

Digital native teachers, with their intuitive understanding of digital culture, are able to bridge 

the gap between the world of students and civic education goals relevant to the 21st century. 

However, to maximize this potential, continued support from schools and policymakers is needed 

through the provision of adequate technological infrastructure, professional development geared 

towards digital pedagogy for civic education, and the creation of an environment that supports 

innovation. 

The study recommends that future teacher training programs and sustainable professional 

development programs place more emphasis on developing the competencies of digital native 

teachers in the context of civic education, ensuring that they are not only technically proficient but 

also proficient in implementing digital-age-relevant teaching strategies to form responsible and 

critical citizens 
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Lampiran 5. Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas 

 
No. 

Kegiatan 
Penelitian dan 
Pencapaian 

Luaran 

 
Target Kegiatan 

 
Indikator 

 
Penanggung 

Jawab 

1. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Proposal Penelitian 

Tersedianya 
proposal 
penelitian yang 
disesuaikan 
dengan metode 
yang tepat. 

Terkumpulnya 
Research Gap & 
Question; melalui 
literature review; 
metode penelitian 
yang relevan. 

Jamaludin; Sri 
Yunita, Oksari 
A. Sihaloho,  

2. Mengidentifikasi 
dan menganalisis 
kebutuhan 
kurikulum dan 
kebutuhan belajar 
mahasiswa 

Analisis kurikulum, 
CPMK, materi, RPS, 
panduan 
pembelajaran 
berbasis proyek 
serta kebutuhan 
belajar mahasiswa 

Tersedianya hasil 
analisis kurikulum, 
CPMK, materi, 
RPS, panduan 
pembelajaran 
berbasis proyek 
serta kebutuhan 
belajar mahasiswa 

Sri Yunita: 
Jamaludin, 
Oksari A. 
Sihaloho,  
 

3. Desain modul ajar Melakukan konten 
materi PPKn dan 
desain modul ajar 
etika profesi guru 
PPKn 
 

Tersedianya 
konten dan desain 
modul ajar etika 
profesi guru PPKn 
digital native 
teacher yang 

Oksari A. 
Sihaloho; 
Jamaludin, Sri 
Yunita; Syuratty 
AR Manalu 

4 Develop modul 
ajar 

Menghasilkan modul 
ajar etika profesi 
guru PPKn digital 
native teacher yang 
teruji kelayakannya; 
efektivitas; dan 
pengaruh serta 
respon. 

modul ajar etika 
profesi guru PPKn 
digital native 
teacher yang teruji 
kelayakannya; 
efektivitas; dan 
pengaruh serta 
respon. 

Jamaludin; 
Sri Yunita, 
Oksari A. 
Sihaloho, 
Budi Ali 
Mukmin, 
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5 Disseminate Melakukan 
uji kelayakan 
dan 
kepraktisan. 
Setelah itu, 
melakukan uji 
efektivitas dan 
pengaruh modul ajar 
etika profesi guru 
PPKn digital native 
teacher yang untuk 
optimalisasi 
pembelajaran 
Pendidikan 
Pancasila 

Menghasilkan 
produk yang telah 
layak dan praktis 
untuk digunakan. 
Capaian juga 
memastikan 
efektivitas dan 
pengaruh modul 
ajar etika profesi 
guru PPKn digital 
native teacher 
yang untuk 
optimalisasi 
pembelajaran 
Pendidikan 
Pancasila 

Oksari A. 
Sihaloho; 
Jamaludin, Sri 
Yunita, Budi 
Ali Mukmin,   

6 Publikasi dan 
Pelaporan 

Menerbitkan modul 
ajar etika profesi 
guru PPKn di era 
digital yang 
diterbitkan dan 
ber-ISSN; 
mendiseminasikan; 
& publikasi artikel 

Menerbitkan modul 
ajar etika profesi 
guru PPKn di era 
digital yang 
diterbitkan dan ber-
ISSN; 
mendiseminasikan 
modul ajar secara 
nasional melalui 
AP3KNI; publikasi 
laporan akhir 
penelitian, artikel 
ilmiah 
internasional 
scopus, prosiding 
internasional. 

Syuratty 
AR 
Manalu; 
Budi Ali 
Mukmin, 
Jamaludin 

 
 


